BAB I11
ANALISISMASHLAHAH DAN MAFSADAH KETENTUAN KAWIN HAMIL

DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ketentuan kawin hamil dalam khazanah pemikiran huklslam terus
mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkegdn pemikiran tersebut
dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait denkamdisi sosial budaya masyarakat
tertentu di wilayah tertentu. Pemikiran suatu mesl@ bisa berbeda dengan

masyarakat yang lain.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam terapamgyberlaku khusus di
negara Republik Indonesia yang menjadi referenamat bagi institusi institusi

negara yang mengeluarkan produk hukum tertentugselpgnerapan hukum Islam
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oleh negara, sebagaimana yang telah dijelaskarmdbéb sebelumnya, memiliki
ketentuan tentang kawin hamil yang diadopsi damigigan Imam Abu Hanifah dan
Imam Al Syafi’i yang berbeda dengan pendapat Imaatikvlan Imam Ahmad. Hal
ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam temia yang terkait dengan
relevansi konsep tersebut untuk masa sekarangemgah menimbangiashlalah
dan mafsadahatau untung rugi bagi pembangunan masyarakat &simrkhususnya
yang beragama Islam ke depan agar menjadi lebih bai

A. Mashlahah dan Mafsadah Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilas

Hukum Islam (KHI)

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang relevantnkean kawin hamil
dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk maskasang ini dan menimbang
mashlahahdan mafsadahdari konsep tersebut, akan lebih sempurna jikdadigan
terlebih dahulu tentang definisiashlahaldanmafsadah.

Dalam kitab usul fikihmashlalah adalah bentuk mufrad dari kata jamalk
mashalih berdasarkan wazaal maf'alah yang menunjukkan sesuatu yang banyak
kebaikan. Ahli bahasa bersepakat bahwa lawan @ekamashlalah adalah
mafsadahyaitu yang bermaksud sesuatu yang banyak kebunykan

Mashlatah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lim&h&ulliyyat
al kham$ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan demmta, hal ini
disebabkan manusia dapat bertahan hidup di ates fiitar kehidupan tersebut.

Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan teatakemaslahatan kehidupan

! Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Jakarta: Pustakiaés, 2004), h.544
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manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karenkeitouliaan manusia tidak bisa
dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima haébers Sama sekali tidak ditemukan
suatu perkara yang digariskan oleh Islam melaluQwfan maupun Sunnah

melainkan terkandunmashlalah yang hakiki, walaupumashlalah tersebut samar-

samar pada sebagian orang yang tertutup oleh hafsanya’

Mashlatah dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi tiga, ada yang wajib
melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannyaddapula yang mubah
melaksanakannya. Demikian puteafsadah ada yang haram melaksanakannya dan
makruh melaksanakannya.

Apabila dijumpai duamashlalah dan harus dilakukan pada waktu yang
sama maka lebih baik dipilih yang palimgashlalah. Demikian pula sebaliknya,
apabila dijumpai duamafsadaldan harus dihadapi pada waktu yang sama maka yang
diutamakan memilimafsadahyang paling buruk akibatnya untuk dihindari. Apabi
berkumpul antaramashlalah dan mafsadah maka yang harus dipilih yang
mashlalahnya yang paling kuat. Dan apabila sama banyaknga sama kuatnya
maka menolakmafsadahlebih utama daripada meramashlalah, sebab menolak

mafsadahitu sudah merupakanashlalah. Sebagaimana dengan kaidah fikih:

Flall (s pie il 50

? Abu Zahrah, ushul, h. 548
> Ahmad Al Mursi Husain JauhaWagashid Syari'ah(Jakarta: Amzah, 2009) h. xvi.
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“menolak mafsadah didahulukan daripada meraih mémstis

Ketentuan kawin hamil dalam KHI yang telah dijelasklalam pasal 53:
1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkd@engan pria
yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut padat &)%) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahaaaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wdratail, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikang lahir.

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwarggaranita yang
sedang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengs-lbki yang menghamilinya
tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkak yareg dikandungnya dan tidak
perlu dilakukan pernikahan ulang ketika wanitadbrs selesai melahirkandengan
ketentuan tersebut memungkinkan bagi seorang wasaitey hamil diluar nikah
dengan usia kehamilan yang tua sekalipun dapakatikan dengan laki-laki yang
menghamilinya. Kemungkinan yang paling ekstrim lsag@ beberapa saat sebelum
wanita yang hamil diluar nikah melahirkan anak yaiigandungnya dia dinikahkan
terlebih dahulu dengan laki-laki yang menghamilinyeaka dengan demikian dapat
merubah seratus delapan puluh derajat status amakbaru saja dilahirkan tersebut.
Yang seharusnya dan jelas jelas anak tersebuthadaék hasil hubungan luar nikah,

maka dengan siasat melakukan kawin hamil menjebrak tersebut lahir dapat

merubah status anak tersebut menjadi anak sah.

* Ahmad Djazuli Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006)2fal.
> AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam di Indonesi@akarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 73.
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Logika hukum seperti diatas disimpulkan dari katentketentuan yang
terdapat dalam KHI sendiri. KHI sudah jelas memikktentuan kawin hamil yang
tercantum dalam pasal 53 seperti yang telah dikafasli atas dan konsekwensi
yuridis dari adanya konsep kawin hamil tersebutaddédegalisasi” dari anak hasil
hubungan luar nikah tersebut menjadi anak sah tsgpeg tercantum dalam pasal 99
huruf (a). Pasal 99 huruf (a) tersebut mengandwngy echkupan anak sah. Yang
pertama, anak sah adalah anak yang dilahirkan aeb&ipat perkawinan yang sah.
Artinya, anak tersebut memang dibenihkan atau haeshbuahan dari pasangan
suami isteri yang sah meskipun ketika anak terskirt kedua orang tuanya sudah
bercerai. Cakupan yang kedua, anak sah adalah waa$g dilahirkan dalam
perkawinan yang sah. Artinya, bisa saja anak tetsattalah anak yang dibenihkan
atau hasil pembuahan dari adanya hubungan biokrgera seorang laki-laki dan
seorang wanita yang bukan pasangan suami isteniimaebelum anak tersebut lahir
kedua orang tua biologisnya sudah berstatus sepagangan suami isteri yang sah.

Jika dirunut lebih jauh lagi, maka besar sekalilikgsi hukum dari kawin
hamil tersebut. Yang semestinya anak tersebut ladalak hasil hubungan luar nikah
(perbuatan zina) yang berarti tidak ada pertaliasab dengan ayah biologisnya,
maka dengan melakukan kawin hamil anak tersebubbérstatus menjadi anak sah
dan memiliki pertalian nasab dengan ayah biologisgytelah beralih status menjadi
ayah sahnya. Setelah memiliki pertalian nasab dersy@mhnya, maka memiliki
rentetan implikasi hukum yang panjang, memiliki hsdding mewarisi dengan

ayahnya, ayahnyapun juga memiliki hak menjadi wakah jika anak tersebut

53



berjenis kelamin perempuan ketika akan menikata darbungan hukum yang lain
antara anak kandung dan ayah kandung.

Dari uraian tentang implikasi hukum dari ketentkawin hamil dalam KHl,
dapat dianalisis untuk ditimbang dan ditakar keatsatian apa yang didapatkan dari
konsep tersebut pada satu sisi dan pada sisi y@Engjuga dapat dirasakan dan
diperkirakan kerusakan apa saja yang terjadi aag ynungkin terjadi sebagai akibat
dari konsep tersebut.

Memang tidak dapat disangkal bahwa dalam pandalsimm, setiap anak
yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci. idlak mewarisi dosa dari siapapun
dan tidak terkait dengan keburukan yang dilakukkt @iapapun. Dia suci bersih
dari segala noda dan dosa sebagaimana yang disasbdé&h Nabi SAW sebagai

berikut:

oaale g apal J6 el e 0y Gl A de Gl b Bl
G alog ale B o B Js85 JB JB &8 8 5 5358 uT OF &)

PLSJ\A»\P}JJM(‘LG»U»L@JQMJALM*MMJ\

(o) 240 515 B0 g2 o ¥ e 0
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“Tiada seorang bayi pun melainkan dilahirkan dalditnah yang bersih.
Maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudir&tasatau Majusi,
sebagaimana binatang melahirkan binatang keselunyaa Apakah
kalian mengetahui di dalamnya ada binatang yangpung hidungnya?
Kemudian Abu Hurairah membaca ayat dari surat arrRu 30 ini
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakaranusia menurut
fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allalulah agama yang
lurus.” (HR: Bukhari)®
Meskipun dia diciptakan sebagai akibat dari peduaina yang dilakukan
oleh kedua orang tua biologisnya dan dilahirkarp@aadanya ikatan perkawinan
yang sah antara kedua orang tuanya, maka mentauat, lanak tersebut tetap anak
yang suci dan tidak menanggung segala keburukag didakukan oleh kedua orang

tuanya. Anak tersebut harus dijaga harkat dan tratriga sebagaimana anak-anak

yang lain.

Ketentuan kawin hamil dan ketentuan anak sah méenkiHl sangat
terinspirasi oleh spirit pandangan Islam tentangkagang terlahir di dunia ini
sebagaimana yang dijelaskan di atas. Oleh kareak yang terlahir di dunia ini
dalam keadaan suci dan bersih tanpa melihat apakalk tersebut hasil dari
perbuatan zina atau hasil dari perkawinan yang saka hak-hak anak tersebut
harus dilindungi. Apalagi anak tersebut dilahirk&etika sudah ada ikatan
perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, tigada boleh dibedakan lagi

apakah anak tersebut dalam proses pembenihannyka Ke¢lum ada ikatan

® Muhammad Fuad Abdul Bagil- Lulu’ Wal Marjan: Mutiara Hadits Shahih Bukhardan
Muslim,(Jakarta: Ummul Qura, 2011.) h. 217.
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perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya m@@mang anak tersebut
dibenihkan ketika kedua orang tuanya telah berstsgbagai suami isteri yang sah.

Ketentuan tersebut lebih banyak berorientasi urkekentingan anak.
Ketentuan itu memberikan perlindungan yang maksipagi anak yang dilahirkan
dalam perkawinan yang sah sehingga anak tersemdapatkan hak-haknya secara
wajar, sehingga sebagai seorang anak tanpa meragnggu apakah dia dahulu
dalam proses pembenihannya dihasilkan dari pembuztaa atau dihasilkan dari
hubungan suami isteri yang sah. Inilah yang menjtakliyang krusial dari ketentuan
kawin hamil dan juga anak sah menurut Kompilasittakslam.

Dengan ketentuan tersebut, terkandung kemaslalyatn menyelamatkan
dan melindungi anak yang dilahirkan ketika keduangrtua biologisnya sudah
berstatus sebagai suami isteri yang sah walaupak temsebut dibenihkan ketika
kedua orang tua biologisnya belum menikah. Dengamikian, anak tersebut
memiliki segala status dan hak yang sama dengansaiayang “sejati” yaitu anak

yang dihasilkan dari hubungan suami isteri yang sah

Dengan menyandang status sebagai anak sah tergjat ssmdampak positif
terhadap perkembangan si anak itu sendiri baik siari mental-psikologis anak,
sosial budaya masyarakat di sekelilingnya dandabagainya.

Akan tetapi di sisi yang lain, penerapan ketentkanwin hamil dalam KHI
membawa implikasi-implikasi yang negatif. Satu lyaing nyata terjadi bahwa

dengan adanya legalisasi kawin hamil dan diakuiagak yang dikandung oleh
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wanita yang melakukan kawin hamil sebagai anak saka banyak sekali angka
kawin hamil yang tercatat di Kantor Urusan Aganta.drtinya banyak sekali angka
kehamilan di luar nikah dan dari tahun ke tahun umgrkkan peningkatan, hal ini
disebabkan kalangan muda mudi yang sedang berpadamaman sekarang tidak
lagi merasa malu, gelisah atau panik jika si pereanpya hamil sebelum nikah.
Mereka menemukan solusi atas masalah yang merelepingitu melakukan kawin
hamil. Yang lebih miris lagi, kawin hamil sekaraimg bukan lagi dianggap sebagai
aib yang memalukan, tetapi sudah menjesihd yang dianggap biasa dan wajar saja
tanpa merasa malu melakukannya. Bahkan yang leleihgkihawatirkan, mereka
tidak akan cepat-cepat menikah sebelum si peremparmai duluan. Faktor lain yang
juga mendukung munculnytaend tersebut, para pelaku kawin hamil sama sekali
tidak merasa risau dan menyesal dengan perbuatarl kia luar nikah yang
dilakukannya karena anak yang dikandungnya tersakam mendapat pengakuan
hukum sebagai anak sah yang sama persis dengan yamak dihasilkan dari
perkawinan yang sah.

Dampak buruk lain yang diakibatkan dari adanya rketn hukum kawin
hamil tergambar dari data statistik tingginya angkaceraian di Pengadilan Agama
yang dilatar belakangi bahwa pasangan yang melakpkeceraian tersebut dahulu
adalah pelaku kawin hamil. Mereka menikah karempatesa yang disebabkan si
perempuannya sudah hamil terlebih dahulu. Maka kumbenutupi aib tersebut,
mereka melakukan kawin hamil. Jadi pernikahan yewegeka jalin tidak dilandasi

oleh niat yang suci dan tulus untuk beribadah tetd@ndasi oleh keterpaksaan. Jadi
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pondasi kehidupan rumah tangga yang mereka bamgatif rapuh, akibatnya ketika
ada sedikit masalah yang menerpa kehidupan runmggda mereka mudah sekali

untuk melakukan perceraian.

Dengan adanya fenomena tersebut, dapat ditariknkedgan bahwa legalisasi
kawin hamil dan diakuinya anak yang dikandung el@mita yang melakukan kawin
hamil sebagai anak sah, maka semakin memberi gelsamakin tingginya angka
kehamilan di luar nikah dan lebih jauh lagi semakiambuka kesempatan kepada
para muda mudi yang sedang berpacaran untuk melakpkrzinahan. Mereka
semakin merasa enteng untuk melakukan perbuatam lesar itu karena mereka
berpikir kalaupun perbuatan zina yang mereka lakierbuah hamil di luar nikah,
maka solusinya mudah yaitu melakukan kawin hami daak yang dikandung
tersebut sudah pasti berstatus anak sah. Namunaapdhk hamil, mereka menunda
untuk menikah (tetapi terus melakukan perbuatan)zkarena belum siap dengan
resiko dan tanggung jawab sebagai pasangan sutemi Bahkan pada masyarakat
tertentu, muncul sebuah opini yang menyesatkam y@sangan muda mudi yang
sedang berpacaran merasa perlu melakukan huburegsnas sebelum menikah
sebagai uji coba untuk mengetahui pasangannya ranau tidak. Kalau sudah
berkali-kali mereka melakukan hubungan seksuahati hikah tetapi wanitanya tidak
hamil juga maka berarti dia mandul dan pihak lakitlya urung menikahinya dan
malah meninggalkannya karena dianggap wanita pasagg itu tidak dapat

memberikan keturunan. Akan tetapi kalau wanitanga hamil, maka pihak laki-
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lakinya akan menikahi wanita pasangannya yang hgsrsebut dengan perasaan
bangga karena tidak lama lagi dia akan mendapakienrunan yang berstatus
sebagai anak sah.

Mungkin adanya legalisasi kawin hamil seperti yalgfur dalam KHI dan
diakuinya anak yang dikandung oleh wanita yang kukan kawin hamil sebagai
anak sah, dianggap oleh para perumus ketentuabtersebagai solusi darurat atas
terjadinya kecelakaan hamil di luar nikah. Akamapetseiring dengan perkembangan
zaman, ketentuan tersebut disalahgunakan oleh kaumja Indonesia dewasa ini
terutama kaum muda mudi yang sedang berpacarark dmtencicipi” perbuatan
yang mestinya hanya boleh dilakukan oleh pasangmmidsteri yang sah.

Di samping alasan-alasan tersebut di atas, adaggdidasi kawin hamil dan
diakuinya anak hasil kawin hamil sebagai anak s#hn menimbulkan kekaburan
nasab yang sangat mengkhawatirkan. Seolah olak #éida perbedaan sama sekali
antara anak yang dihasilkan dari perkawinan yamg é¢an terhormat dengan anak
yang dihasilkan dari perbuatan zina yang keji dara.hSementara syariat Islam
sangat mementingkan kesucian nasab sebagai sdlaldaa lima hal pokok gl
kulliyyat al kham} yang harus ditegakkan untuk menjaga kelangsukgaidupan
manusia yang bermartabat. Apabila kesucian nagak tiijaga, maka salah satu pilar
kehidupan manusia yang bermartabat akan runtuh.

Ketentuan kawin hamil yang ditindak lanjuti dengketentuan anak sah
dalam KHI tidak lain hanyalah upaya “pencucian basgng akhirnya berakibat

pada “pengaburan nasab” yang sangat bertentangagameajaran Islam yang
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mengajarkan agar pemeluknya menjaga kesucian d@las@n nasab. Yang
semestinya janin yang dikandung adalah hasil darbyatan zina tetapi dengan
melakukan kawin hamil, nasab janin tersebut “ditwghingga berubah menjadi
anak sah yang nasabnya bersambung kepada suadars#hu yang melahirkannya,
seolah olah anak tersebut dihasilkan dari hubusgami isteri yang suci.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapanpliian betapa besar
dampak negatif atamafsadatyang ditimbulkan dari ketentuan kawin hamil menurut
KHI yang sudah mulai kehilangan relevansinya. Tidakbanding dengan
kemaslahatan yang ingin diraih dari adanya ketenteesebut. Lagipula Rasulullah

SAW sudah memberi batasan yang tegas melalui saddida :
Jp.J-\ JJA\&UJ U&\J_LU .Ujj\

Anak itu adalah milik pemilik ranjang (suami daernempuan merdeka

yang melahirkannya/tuan dari budak perempuan yaetahirkannya)

dan bagi pezina adalah batu.

Berdasarkan hadis tersebut dapat ditarik kesimpuldam bahwa anak yang
dilahirkan sebagai akibat dari adanya pernikahargysuci, maka nasab dari anak
tersebut bersambung kepada ayahnya sedangkan amgkiyjahirkan sebagai akibat
dari perbuatan zina maka nasab anak tersebut Hemgambung kepada ibunya dan
tidak bersambung kepada ayah biologisnya.

Hadis ini dilatar belakangi dari peristiwa yangiwayatkan dari Malik dari

Al Zuhri dari Urwah bin Zubayr dari Aisyah yang kata: Utbah bin Abi Waqqgas
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berwasiat kepada saudaranya (Sa’ad bin Abi Wagdgs3ungguhnya anak dari
budak perempuan Zam’ah adalah anakku maka ambpeldraralah dia, lalu Aisyah
berkata: Ketika tahun penaklukkan kota Makkah, &a®ngambil anak tersebut dan
berkata: Ini anak saudaraku, sesungguhnya saudgfdthah) telah berwasiat
kepadaku untuk mengambilnya, maka berdirilah Abd Zam’ah dan berkata: Dia
adalah saudaraku, anak budak perempuan ayahkudjlahgkan oleh ibunya ketika
sudah menjadi milik ayahku. Lalu mereka berduangalmengadukan kepada
Rasulullah SAW, lalu Sa’ad berkata: Wahai Rasufylliai adalah anak saudaraku
(Utbah) yang berwasiat kepadaku untuk mengambiligh Abd bin Zam’ah
berkata: Dia adalah saudaraku, anak dari budakrperen ayahku yang dilahirkan
ketika ibunya sudah menjadi milik ayahku. Lalu Raah SAW bersabda: Dia
milikmu wahai Abd bin Zam’ah, kemudian RasulullaAV8 bersabda: Anak itu
adalah milik pemilik ranjang (suami dari perempumerdeka yang melahirkannya
atau tuan dari budak perempuan yang melahirkang@)bagi pezina adalah batu.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Saudatij@aah darinya ketika
Rasulullah SAW melihat ada kemiripan antara anaketait dengan Utbah bin Abi
Waqqgas, maka anak tersebut tidak pernah melihatlg®agampai dia meninggal
dunia’

Muhammad bin Jarir al Thabary berpendapat bahwasuataldari hadis
tersebut adalah bahwa anak yang disengketakaraa®&éad bin Abi Waggas dan

Abd bin Zam’ah itu oleh Rasulullah SAW diputuskatagai milik Abd bin Zam’ah.

" muwattha' biriwataini bab ad da'waa wa al syahadaat ud'u an nasabhadits 843 juz 3 hal. 287.
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Kepemilikan dalam hal ini adalah sebagai budak bidaudara karena anak tersebut
adalah anak budak perempuan dari ayah Abd bin ZarSatiap budak perempuan
yang melahirkan anak bukan dari benih tuannya, naak& yang dilahirkan tersebut
juga merupakan budak. Sementara dalam hadis tersidbk diceritakan adanya
pengakuan tuan budak perempuan tersebut (Zam’abk umenggaulinya (sehingga
anak tersebut lahir). Jadi tidaklah masuk akal niemma hadis tersebut bahwa
Rasulullah SAW memutuskan anak tersebut sebagak &@@an’'ah sementara
Rasulullah SAW memerintahkan saudara anak ters€bamdah) untuk berhijab
darinya.

Dengan berdasar pada pendapat Muhammad bin Jafihadary tersebut
diatas yang terkait dengan hadis diatas, penulgebeapat bahwa Rasulullah SAW
sangat menjaga kemurnian nasab, anak hasil perbaata tidak bisa serta merta
menjadi anak sah yang bersambung nasabnya dengarb&yogisnya hanya karena
beberapa saat sebelum anak tersebut dilahirkan, dad anak tersebut
melangsungkan pernikahan dengan ayah biologis tensébut.

Dengan menimbangashlalah dan mafsadahdari ketentuan kawin hamil
menurut KHI maka penulis berpendapat bahwa untagansekarang ini lebih besar
dampak negatif yang ditimbulkannya daripada dangaeitif yang ingin diraih, oleh

karena itu berdasarkan kaidah fikih :

Flall (o s pie il 5
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maka perlu dilakukan peninjauan ulang tentangriteten kawin hamil dan perlu
dilakukan rekonsepsi tentang kawin hamil agar lekdlevan untuk masyarakat

Indonesia sekarang ini.
B. Ketentuan yang Relevan untuk Masa Sekarang

Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Ilad@nyang sedang
berada di tepi jurang dekadensi moral yang cukughpgerutama yang terkait dengan
pergaulan bebas antara muda mudi, maka diperlugagjaupencegahan agar tidak

semakin parah.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalaharbueradalah dengan
melakukan peninjauan ulang ketentuan kawin hanmllgdentuan definisi anak sah.
Untuk keperluan tersebut, ada baiknya jika dikambkali pemikiran para ulama
klasik tentang kawin hamil. Imam Ahmad bin Hanbdalah ulama yang menolak
adanya kawin hamil. Menurutnya, wanita yang sedergil diluar nikah tidak boleh
dinikahkan dengan laki laki manapun termasuk demaeraki yang menghamilinya
kecuali setelah wanita tersebut melahirkan analg ydikandungnya. Pendapat ini
didasarkan pada alasan agar tidak terjadi kekalamtara anak hasil hubungan zina
dengan anak hasil dari pernikahan yang sah. Itodahgapa Islam mengharamkan
perzinahan dan mensakralkan pernikahan. Perbuetaradalah perbuatan keji yang
pelakuknya berdosa besar serta mendapat hukunawdeh sedangkan nikah adalah

perbuatan yang mulia dan terhormat yang bernikadalh, hasil dari perbuatan keji
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dan hasil dari perbuatan ibadah tentu tidak samakAasil perbuatan zina dan anak
hasil dari pernikahan yang sah harus dibedakantidak boleh dikaburkan. Islam
sangat menjaga kesucian keturunan sebagai salahdaat lima hal pokok &l-
kulliyyat al-kham} selain agama, jiwa, akal dan harta yang hendagakkan oleh
syariat Islam. Untuk membedakan secara tegas jtul@am Ahmad mengharamkan

kawin hamil.

Pendapat Imam Ahmad tersebut selain untuk membedscara tegas antara
anak hasil perbuatan zina dengan anak hasil péraikgang sah, juga menimbulkan
efek mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengaragkannya pendapat ini, orang
berpikir ulang untuk melakukan perbuatan zina. Dgiag dosanya sangat besar juga

akan mengotori kesucian kehormatan dan keturunannya

Dalam rangka untuk membedakan antara anak hadiligen zina dalam hal
ini ini kawin hamil dengan anak hasil pernikahamgasah, juga perlu dilakukan
rekonsepsi tentang anak sah yang terdapat dalam WHISyafi'i misalnya
memberikan batasan untuk membedakan keduanya. Aalkadalah anak yang
dilahirkan paling cepat enam bulan setelah akadmkedua orang tuanya. Apabila
anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulaelaetpernikahan ke dua orang
tuanya, maka berarti anak tersebut adalah anakgebuatan zina yang tidak dapat

diberikan status sebagai anak sah.
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Anak yang sah dan anak hasil perbuatan zina (walaugnak tersebut
dilahirkan setelah kedua orang tua biologisnya ldiemu menikah) memiliki
kedudukan dan hak-hak yang berbeda. Anak hasilup@ab zina nasabnya hanya
bersambung kepada ibu kandungnya, dia tidak meniilibungan nasab dengan
ayah biologisnya. Oleh karena itu secara hukum mugnAl-Syafi’i, anak tersebut
tidak memiliki hak apa-apa atas ayah biologisnyamiXian pula sebaliknya, ayah
biologis anak tersebut juga tidak memiliki hak ape atas anak tersebut. Antara
anak hasil perbuatan zina dan ayah biologisny tidg@at saling mewarisi, jika anak
tersebut perempuan, maka ayah biologisnya tidalkatdagenjadi wali atas anak
tersebut ketika akan menikah, intinya tidak adaumglan hukum antara anak tersebut
dengan ayah biologisnya, dia hanya memiliki hubungakum dengan ibu yang

melahirkannya.

Pendapat Al-Syafi'i ini membedakan dengan sanggst@ntara anak yang
dibenihkan dari hasil pernikahan yang sah dengask arang dibenihkan dari
perbuatan zina walaupun ketika anak tersebut ddahikedua orang tuanya sudah
dalam keadaan menikah. Al-Syafi'i mengganggap bahvasil dari perbuatan yang
halal di jalan Allah tidak akan sama dengan haail derbuatan keji yang dibenci
oleh Allah. Inilah poin penting dari pemikiran Al&fi'i tentang anak sah dan anak
hasil perbuatan zina. pendapat ini sebagaimanaapanhdimam Ahmad yang
mengharamkan kawin hamil sangat ampuh untuk membuatg yang akan

melakukan perbuatan zina berpikir berkali-kali maggt begitu besarnya dampak
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negatif dari perbuatan keji itu. Bukan hanya pel@eaibuatan zina itu saja yang
merasakan dampak buruknya tetapi anak yang dibemidlri perbuatan zina juga
ikut merasakannya. Oleh karena itulah Islam metpkaras perbuatan zina, bahkan
mendekati perbuatan zina saja sudah diharamkam Ighelarang keras perbuatan
zina karena perbuatan tersebut merusak salah adtlimda hal pokok yang dijaga

oleh syariat Islam yaitu keturunamag).?

Pendapat Imam Ahmad yang menolak kawin hamil dardggeat Imam Al-
Syafi'i tentang anak sah ini setidaknya memilikiadalasan kuat untuk diikuti,
pertama, karena memang berbeda antara hasil panbyang dihalalkan oleh Allah
(hubungan suami isteri yang sah) dengan hasil p&ahwang diharamkan oleh Allah
(perbuatan zina) dan konsekwensi yuridis antarau&egh juga sangat berbeda,
kedua, pendapat kedua imam mazhab tersebut mepgdaing pintu yang efektif
untuk mencegah angka kehamilan di luar nikah sebakj@at perzinahan yang

semakin tidak terkendali.

Pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi'i yang tega@snbedakan antara
anak hasil hubungan suami isteri yang sah dan laasikperbuatan zina, tidak berarti
menelantarkan masa depan anak hasil perbuatan &nak tersebut tetap harus
dijaga dan diperhatikan perkembangan dan masa dgpasgar menjadi generasi
yang lebih baik daripada kedua orang tuanya. Walaufidak ada hak saling

mewarisi antara anak tersebut dengan ayah biolpmistetapi Islam masih

® Ahmad Al Mursi Husain Jauha¥agashid Syari'ah(Jakarta: Amzah, 2009) h. 143.
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memberikan solusi untuk menjaga keadaan perekomoamak yang tidak bersalah
itu yaitu sang ayah biologis dibolehkan menghibahkabagian hartanya kepada
anak darah dagingnya itu. Demikian pula apabil& asEebut perempuan, walaupun
ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali atas atekebut ketika akan menikah,
Islam masih memberikan solusi yaitu anak perempersebut masih bisa dinikahkan

dengan mengangkat wali hakim.

Dengan uraian tersebut diatas, pendapat Imam Altaadmam Al-Syafi’i
ini memiliki dua karakter yang kuat. Di satu sigrdifat tegas tentang status dan
kedudukan serta hak-hak anak sah yang tidak dinoildh anak hasil perbuatan zina
dan di sisi yang lain bersifat solutif terhadap kahasil perbuatan zina agar masa
depannya tetap cerah dan diharapkan menjadi géneag lebih baik daripada

kedua orang tuanya.

Pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi’i inilah ydagih relevan untuk
diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia agarratfitas remaja masyarakat
Indonesia khususnya yang menyangkut tata pergantana laki-laki dan perempuan

tetap terjaga.
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